
BUPATI BARII1O SELATAN

PROVINSI I(ALIMANTAII TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 44 AIIUH 2A2L

TENTANG

PERUBAHANATASPERATuRAI{BUPATINoMoR24TAIIUN2o2I
TENTAITG PENDIDIKAN AI{AK USIA DINI UTA*IIB SATU TAHUIT

PRA SEKOI,AH DASAR

DENGAN RATIIVIAT TUHAN YAIIG IIIAIIA ESA

BUPATI BARITO $ELATAN,

Menimbang : a'

Mengingat : 1.

b.

3iaksanakan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 26bahwa untuk mr

ayat{3}PeraturanMenteriPendid.ikandanKebudayaan
Nomor.3z Tahu:r 2ot8 tentang Standar Teknis Pelayanan

'' t:l ':1 ; '

Minimal Pendidikan;'

bahwa.dengan.adanya.kajiankebijakanstandarPelayanan

Minimai Pendidikan ,Anak 
Usia Dini Satu Tahun Pra

sekolah Dasar l(emexrterian Pqndidikan, Kebudayaan Riset

dan Teknoiogi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia

Dini, Pendidikdrl D**u'r, dan Pendidikan Menengah 2A2l '

perlu, mengQtpr kernbali ketentuan tentang pendidikan

anak sekolah dini pra Sekolah Dasar;
a'

bahwa berdaiarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satu

Tahun Pra Sekolah Dasar;

Undang-Und.angNomor2Ttah:unlg5gtentangPenetapan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun

1953Nomor9}sebagaiUndang-Undang(LembaranNegara

Republik Indonesia Tahun LgSg Nomor 72' Tambahan

C.



2.

3.
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1020);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejaht eraatl- Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun tg7g Nomor 32' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31a3);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AO2 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 1O9' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 )

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas Undang-

UndangNomor23Tahtlrr2oo2tentangPerlindungarr
Anak {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2AL4 Nomor 2g7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5606);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indon .'ia Tahun 2003 Nomor 78'

Tambahan' Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun2aagNomorl44,TambahanlembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2074 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244' Tarnbahan

LernbaranNegaraReprrbliklnd.onesiaNomorS5ST)
sebagaimanatelahdiubalrbeberapakaliterakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang

Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daera].(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot5 Nomor 58'

4.

5.

6.

7.
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Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20i0 tentang

PengelolaandanPenyelenggaraanPendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 23, Tarnbahal Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintatr Nomor 66 Tahun 2ala

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor L7 Tahun 2orc tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

Reprrblik Indonesia Tahun 2O1O Nomor

9.

l|2,Tarnbahqn Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5157);

Peraturas. Pemerintah .Nomor 2 Tahun 2018 tentang

standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik: tndaEreSlA ,Tahun 2AL8 Nomor 2, Taxnba16.an

Lemba.ran 1+i-gaqa Republik Indonesia Nomor 6178\;

Peraturan Pemerintalt,.'Nom ot L2 Tahun 2O1"g tentang

Pedom:ar.r fengelolqa4, Keuangan Daerah (Lembaran

Negarar ubtik'tl onesia Tahun 2OI9 Nomor 42,

Tambal:an :',,t*n'barafi Negara Republik Indonesia

Nomor 63221;

peratuian Pemerintah Nomor 57 Tahun 2A2l tentang

standar Nasionai Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Ind.onesia Tahun 2o2l Nomor 87, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6676\;

peraturan Presiden Nomor 60 Tahun zarc tentang

pengemhangan Anak usia Dini Holistik-Integratif

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol3

Nomor La6l;
peraturan Menteri Datarn Negeri Nomor BO Tahun

2Al5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2al5

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 72A Tahun 20 18

tentang Pembahan Atas Peraturan Menteri Dalam

10.

11.

t2.

13.



14.
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Negeri Nomor 8O Tahut 2015 tentang Pembentukan

Prod"uk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OI8 Nomor 157);

peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18

Tahun 201s tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak

usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O18

Nomor 65a);

peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

32 Tahun 2018 tentang standar Teknis Pelayanan

Minimal Pendidikan (Berita Negara

Indonesia Tahun 20 18 Nomor L687\;

Republik

15.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 3

Tahun 2A16 tentang Pernbentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Barito selatan (Lembaran

Daerah Kabupaten Barito selatal Tahun 2076 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan

Nomor 2);

peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 7

Tahun Zo2a;tenlang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten, Barito selatan Tahun 2o2o

Nomor 7, Ta$ibu.rrro,G*baran Daerah Kabupaten Barito

Selatan,NornoiT); '

17.

Menetapkan :

, MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERT.]BA}IAN AI\S FERTIIIRAI\i

BL]PXITI }njhfiOR U. TqHt JN T21 TENDqI\X} PE N D I D I KAN AN AK U S I A

DINI WAJIB SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 Tahun

2O2t tentang Pendidikan Anak usia Dini wajib satu Tahun Pra Sekoiah Dasar

(Berita Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun 2021 Nomor 25) diubah

sebagai berikut;

i. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10

2A2t tentang Pendidikan Anak

dalam Peraturan Bupati Nomor 24 TaLrun

Usia Dini Wajib Satu Tahun Pra Sekolah
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Dasar disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 9A dan 98, sehingga berbunyi

sebagai berikut:
Pasal 9A

(1) Bagi peserta didik PAUD disediakan perlengkapan dasar berupa buku

gambar dan alat mewarna'

t2\ Perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah :

a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per peserta didik

per semester; dan

b. 1 (satu) set alat mewarna paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam

kondisi baru per peserta didik per semester'

(3) Pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik PAUD sebagaimana

dimaksud pada ayat {21, diberikan pada setiap awal tahun ajaran'

t4\ perlengkapan dasar sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), diperioritaskan

kepada peserta didik PAUD yang berasal dari keluarga miskin atau tidak

mampu.

(5) Peserta didik PAUD sebagamana dimaksud pada ayat (4) berasal dari

keluarga dengan latar belakang,' di antaranya:

a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai

dak memPunYai kemamPuansumber mata Pencaharian tetaPi ti

memenuhi kebutuhan dasar;

L besar digunakan untukb. mempunyai pengeluaran sebagian

nuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;

itan untuk berobat ke tenagac. tidak mampu atau mengalami kesul

medis, kecuali pusat Kesehatan Masyarakat atau yang disubsidi

pemerintah;

[i pakaian satu ka]i dalam satu tahun untuk

setiaP anggota rumah tangga;

e. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai

jenjangpendidikanSekolahLanjutanTingkatPertama;

f. mempunyai dinding rumah terbuat dari barnbu/kayu/tembok

dengan kondisi tidak baiklkualitas rendah, termasuk tembok yang

sudah usang/berlumut atau tembok yang tidak diplester;

g.kondisilantaiterbuatdaritanahatanrkayu/semen/keramikdengan
kondisi tidak baiklkualitas rendah;

h. atap terbuat dari ijuklrumbia atau genteng/seng/asbes dengan

kondisi tidak baik/kualitas rendah;

i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik

atau listrik tanPa meteran;
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j. luas iantai rumah kecil kurang dari Smzlorang ;

k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak

terlindun gl ak sungai/ air hujanl lainnya;

l. masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap

darurat sarnpai dengan 1 {satu) tahun setelah kejadian bencana;

dan

m. penerima manfaat lembaga kesejahteraan sosial/bantuan sosial.

(6) Pemenuhan periengkapan dasar bagi peserta didik yang berasal dari

keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggungiawab

pemerintah Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan

dengan cara sebagai berikut:

a. jumlah peserta didik dikali

biaya satuan buku gambar;

b. jumlah Peserta didik dikali

(s)

(6)

12 (dwa belas) buah buku gambar, dikali

dan

2 (dua) set alat mewarnai dikali biaya

satuan alat mewarrlal.

biaya satuan buku garnbar dan a-lat mewarnai sebagaimana dimaksud

:suai dengan standar harga satuan yang ditetapkan lebih

lanjut dengan Peraturan BuPati'

f,agi Peserta didik PAUDPelaksanaan pemenuhan perlengkapan dasar 1

sebagaimana dimaksud pada ayat {f ) dapat berupa:

a. penyediaan perlengkapan dasar bempa barang; atau

b. pemberian uang tunai ke , peserta didik PAUD yang berasal dari

keluarga miskin atau tidak mampu'

(u

Pasal 98

Pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik PAUD yang berasal

dari keiuarga miskin atau tidak mampu pada satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan dalam bentuk pemberian

rrang tunai secara langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan data dapodik sesuai

kemampuan daerah-

Satuan pendidikan mengajukan usulan bantuan sesuai dengan jumlah

peserta didik calon penerima bantuan dilengkapi dengan surat

pernyataan bahwa bantuan akan diberikan kepada penerima bantuan

sesuai peruntukannya ke Dinas, 2 (dua) buian sebelum awai tahun

ajaran, berdasarkan surat pemberitahuan dari Dinas.

(21
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Dinas merekapifulasi dan memverifikasi permohonan dari satuan

pendidikan.

Satuan pendidikan beserta jumlah calon penerima bantuan ditetapkan

melaiui Keputusan BuPati.

Bantuan disalurkan paling lambat 1 (satu) bulan sehelum awal tahun

ajaran dimulai, dengan membuat berita acara penyerahan bantuan dari

Dinas kepada satuan pendidikan beserta foto visuainya.

paling lambat 1 {satu) buian setelah bantuan disalurkan, satuan

pendidikag menyalnpaikan pertanggungiawaban ke Dinas berupa:

a. tanda terima bantuan d.ari satuan pendidikan kepada peserta didik

PAUD penerima bantuan;

b. berita acara serah terima dari satuan pendidikan kepada peserta

didik PAUD penerima bantuan; dan

c. bukti visual berupa foto serah terima bantuan dari satuan

pendidikan kepada peserta didik PAUD penerima bantuan.

Dinas paling lambat 1 (satu) bulan menyamp alkan hasil kegiatan kepada

Bupati sebagai bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya daiam Berita Daerah Kabupaten Barito

Selatan.

Ditetapkan di Buntok

-i". ;;ec*ulr:: 2021
F "',tr:

SELATAN,

SAMSURI
Diundangkan di Buntok
pada tanggal :..i .i":,,ij+sj.?;6r 2027

(s)

(6)

t7t

(8)

*{ i

*\
,-o\.

\t+
''i,s.-

ARIS DAERAH
RITO SELATAN,

BERTTA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2O2L NOMOR '.:


